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di 2015 dengan realita angka kemiskinan di 2016 inilah yang
menjadi dasar yang solid untuk mengevaluasi total berbagai
anggaran program pengentasan kemiskinan. Terlebih lagi,
fenomena kotradiktif ini terus berlanjut sepanjang 2015-
2022. Alokasi anggaran kemiskinan per orang per tahun
lebih besar di atas 1,5 kali lipat rata-rata garis kemiskinan per
orang per tahun (tabel 1). Ini menunjukkan bahwa ada
berbagai hal yang harus dievaluasi dan dibenahi dalam
pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.
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     Beberapa hari lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Abdullah Azwar Anas,
mengutarakan pernyataan kontroversial. MenpanRB menyebut
anggaran pengentasan kemiskinan Rp500 triliun habis untuk
rapat dan studi banding di hotel. Kontroversi pertama, pernyataan
ini dapat menimbulkan misleading. Angka Rp500 triliun yang
dimaksud MenpanRB, apakah anggaran satu tahun anggaran
tertentu atau total anggaran dari periode tertentu. Apakah
anggaran yang bersumber dari APBN atau APBD atau kedua-
duanya. Kontroversi berikutnya, isu kemiskinan secara substansial
seharusnya bukanlah kewenangan, tugas dan fungsi
KemenpanRB. Sehingga terkesan MenpanRB melampaui terlalu
jauh kewenangan, tugas dan fungsi yang dimilikinya

PERNYATAAN MENPANRB
PINTU MASUK EVALUASI ANGGARAN KEMISKINAN 
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     Artikel ini tidak membahas lebih dalam kontroversi tersebut.
Namun, membahas pernyataan MenpanRB tersebut harusnya
menjadi pintu masuk bagi pemerintah guna mengevaluasi lebih
jauh dan menyeluruh berbagai anggaran program kemiskinan. Di
2022, anggaran kemiskinan mencapai Rp431,51 triliun, baik melalui
belanja K/L dan non K/L, transfer ke daerah maupun pembiayaan.
Sepanjang 2015-2022 telah mencapai Rp2.562,05 triliun. Dalam
periode yang sama, angka kemiskinan hanya menurun dari 11,13
persen menjadi 9,57 persen atau dibutuhkan Rp1.642,34 trilun
untuk menurunkan 1 persen angka kemiskinan. Nilainya sangat
besar dibanding hasilnya. Hal ini harusnya menjadi gambaran
makro yang dijadikan landasan mengevaluasi secara total
berbagai anggaran program kemiskinan.

     Selain itu, gambaran makro lain yang menjadi landasan kuat yaitu besaran anggaran kemiskinan per
orang per tahun. Di 2015, jumlah penduduk miskin sebanyak 28,51 juta jiwa dengan rata-rata garis
kemiskinan (menurut provinsi) sebesar Rp4,48 juta per orang per tahun. Anggaran kemiskinan yang
dikeluarkan pemerintah melalui APBN sebesar Rp230,79 triliun atau setara Rp8,32 juta per orang per
tahun. Apabila berasumsi alokasi Rp8.322.809 per orang per tahun tersebut diserahkan secara tunai ke
seluruh penduduk miskin, maka seharusnya Indonesia sudah zero kemiskinan, karena alokasi
anggarannya sekitar 1,8 kali lipat dari garis kemiskinan. Realitanya tidak demikian, angka kemiskinan di
2016 masih 27,76 juta atau hanya turun 750ribu jiwa. Kontradiksi alokasi anggaran kemiskinan  per  orang 
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